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BUPATI TANA TORA.IA

PROVINSI SUI,AWESI SEI"ATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NoMoR aO rAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KEIOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

a. bahwa daldn rangka meningktakan mutu pelayanan di
Pusat Kesetratan Masyarakat di Kabupaten Tana Torqia,
perlu kejelasan peran dan fungsi dari pemilik, pengelola

dan staf Pusat Keseha.tan Masyaratat;
b. bahwa dimilikinya auatu tatanan peraturan dasar yang

mengatur antara pemilik Pusat Kesehatan Masyarakat,
dirEktur Pusat Kesehatan Masyarakat, dan tenaga medis,

dibutuhkan sehingga penyeleflggaraan Pusat Kesehatan
Masyarakat dilaksanalan secara efektif, efisien, dan lebih
berkualitas;

c, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
layanan Umum Daerah, pola tata kelola unit fEl"aksana
teknis dinas yang akan menerapkan Badan layanan Umum
Daerah ditetapkan dengan Peraturar Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima-ksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peratulan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pclaksana Teknis Daerai Pu8at
Kesehatan Masyarakat;

; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undaag Daaar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembararr Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba.I1an kmbaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral*rk dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undan- Undarg Nomor 2
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Tahun 2022 tentang Cipte Iterja Mcrnjadi Undang-Undang
(I€mb6ran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 NoBor
238, Tambahan l.mbaran Negara Republik Indoncsia

' Nomor 684U:
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 t€ntang

Kabupaten Tana Toraja di Prorrinei Sulawesi Selatan

(t€mbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2024 Nomor

333, Tmbalran IstrEbar€a Ncgara RcPubfik ladolacaia

Nomor 7084);
4. Pcraturan Mentcri Dalan Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentanS Badan Layanan Umum Daerah (Berita Nqgnra

Rcpublik Indonceia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POL"A TATA KELOLA BADAN

IAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PEI.AKSANA TEKMS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

umurnnya.
?. Unit Pel,aksana Telsris Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yanS

BAB I

KETEMUAN UMUM

Pasal 1

Dalatn Peraturan Bupati ini yang dimakeud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqja-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggera

pernerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pcmerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom '
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja'

4. Dinas Kesehatan yang selajtjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan

Kabupaten Tana Toraja.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah

Dinas Keschatan KabuPaten Tana Toraja'

6. Badan La.yanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalsh

sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka mernberikan

pel,ayanan kepada masyaralat yang mempunyai fleksibilitas dalam poLa

p"rrgaoU"t sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada

selanjutnya discbut UPT Puskeamaa adalsh Unit Pelaksana TekniB Puset

Kesehatan Masyaraket se Kabupaten Tana Toraja'

8'Fleksibilita8adalahkeleluaeaandalampolapengelolaankeuarrgandengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatlGn layanan

l<epada m"asyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangt<a memajukan

keeejehterean umum dan mencerdeskan kehidupan yang bangsa' . I
S. Praiek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi orSanisasi /

bqdagarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam raagka pemberian I

leyanan yang bermutu, berkeainanbuagan, dan berdaya saing'
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10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adaLah dokumen

perencanaan BLUD untuk periode 5 (lim"a) tahunan'
ll.Anggara r Pendapataa dan Beleda Daerah yang setanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yarg ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
12. Rencane Bisr s darr yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggeran taltunan BLUD, yang disusun dan disajikan
€ebagai.bah€r-r.peny.uoran€r'r ?erlcana k€qia'dan el,l8garan SKPD.

13- Dokumen Pelaksanaan Angigaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, b€lanja, dafr pembiayaan yang

digunaf<an sebagei dasat pelakearraan anggaran.

14. Dewan Pengawas adalah DewaD Pengawas Puskesmas yang bertugas
melakukan pengawasan dan meuberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola

dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang b€rtanggungiawab terhadap

kinerja umum operasiooal, pelaksanaan kebijakan ,leksibilitas dan
KEuangan BLUD UPTD Puskesmas dalan perrrberian pelayanan yangterdiri
atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Telmis UKM dafl UKP.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaag selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanalan pengelolaa.n

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembartu kepala daerah darr DPRD dala.Er

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yeng menjadi kewenangan Daerah.
18. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau pejabat yang memimpin unit

pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknig
operasional dan/atau kegiratan teknis penunjang tertentu selaku kuaaa
pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.

19. Klaster ada-lah pengelompokal sasaral pelayanan kesehatan primer
berdasarkan siklus hidup yang bertujuan menjamin setiap warga negara
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.

20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adal,ah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayalan kesehatan yang
ditujukan untuk peningketen, pencegehen, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihksn kesehatan
perseorangan.

21. Upaya Kesehatar Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
ssfief kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan rnasyara.l€t.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminarr
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

23. Satuan Pengawas Intemal BIIrD adalah unit kerja yarg bertugas
melakulon pergawasan dan pengendalian intcrnal dalam rargka
membaltu pirnpinaa BLUD untuk meflirrgkatkan kiaerja pelayanan,
keuangal, dan pengaruh lingkungal sosial, juga bertugas membantu
manajemen dalam pengamenan kekayaan, menciptakan akurasi sistem
informasi keuaagal, menciptsken efisiensi den prcduktivitas, serta
meidorong dipatuhinya kebual<an m€rEjemen dalam menerapkan prsJ<tik
bisnis yang sehat.

I
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud peraturan Bupati ini adalah menetapkan dokumen Pola Tata

Iclola pada UPTD Puakesmas yang menerapkan BLUD.
(2) Tujuan peraturan Bupati ini adalah:

a- memaksimalkan nilai Puskeecnaa dengan cana menerapkan prinsip
mnsparansi, akuntabilitas, r€sponsibilitas, dan independensi agar
Puskesmas memiliki daya saing yalg kuat;

b. mendorong pengelolaen Puskesrlee secara profesional, transparan dan
efiaien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandiririan
orgen'ffiesras;

c. mendorong Puskesmas dalam membuat keputuean dan menjalankan
kegiatan scnantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan tehadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
kesadaral atas adanya tang:gung jawab sosial Puskesmas ttrhadap
stakeholder; dan

d. meningkatkan kontribusi Puskesrnas da.lam mendukung kesejahteraan
umum masyarakat melalui pel,ayanan kesehatam.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. kelembagaan.
b. proaedur Kerja.
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengetrolaan sumb€r daya manusia.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
a. Pejabat Pengelola; tlan
b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPID Puskesmas berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau
b. pegawai pemerintah dengan pedarjian kerja dan/atau sebutan laimya.

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Passl 5

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

I
t,
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a. pemrmprn;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(2) Pemimpin BLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

Kepala UPTD Puekesmas'
(3) Pejabat keuangan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah

penanggungjawab manajemen keuangan dan barang milik Daerah'

(4) Pejabat tel,mis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

a. penanggundawab Klaster 1 manajemen
b. pcnaig6unglawab Klaster 2 ibu dan enak;

c. pcnanggungjawab KLaster 3 Produktif dan lanjut usia;

d. penanggungjawab Klast€r 4 Penanggulangan Penyakit menular; dan

e. penanggung jawab lintas Klaster.

Begian Kedua
Pemimpin

Pasal 6

(l) Feminpin BIIJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas:
a. menirnpin, mengBrahken, membine, mengawa8i, mengendaliken, dan

mengevaluari pcnyclenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puekeemas agar

lebih e6sien den Produlcivitas;
b. merumuskan penetapan kebiJakan tetcris BLUD UPtD PuskeqDaa aerta

kewajiban lainnya scsuai dcnSBn keblakan yang tel'ah ditetapkan oleh

BuPati;
c. men5rusun Renstra;
d. DcnyiaPlsn RBA;

e. menguaulkan calon pcjabat keuangan dan pejabat tekfs kepada Bupati

melalui Kepala Dinas ssuai dcngan Hentuan pcraturan prrundang-

undanEan;
f. menetapkan pejabat tainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD

Puakesmas *lain pcjabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan

pcraturan perundang-undan8an;
g- men8ftoordinasikan petrksanaan, l(dbiial(an BL['D UPrD Puelresnaa
- yang dilakukan olch pejabat keuangan dan pejabat telads'

mcngendalikan tugas Pengawa8an intemal, serta menyampa'ikan dan

mempertanggu[Siawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD

UPTD Pusf.esEas kcPeda Bupati melalui Kepafa Dinas; dan

h. tugas tainnya yeng ditctspkan oleh Bupati csuai den8an

kewenangannya.
(2) Femimpin Bl,uD ,lelFm mel,eksenekan tugas sebagaimana dimtksud Pasal

5 ayat (l) huruf a mempunyai funggi ebagai penanggung jawab umum

opefasional d8n keuangan.
(S) rurninpin BLUD bertindak sclaku kuasa pengtuna anggaran/kuaEa

p€trlgguna barang.
(l) rcminpin BLUD UPTD PueLesmes seba8aimana dimeksud delcm Pagal 5

ayat (1) huruf a bertanggungiawBb atas:

I
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a. menetapken kebiialan teknis operasional, pedoman, petunjuk teknig
dart prosedur tetap;

b. mengangangkat dan memberhentikan pegawai BLUD UpTD puskesmas
dari tenaga profeasional lainnya seeuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. memberikan perlindungan kepade staf tenaga professional Lainnya dan
karjrawan sesuai ketentuan pereturar perundang-undangan;

d. menetapkAn hal yang ber{<aitan dengen hak den ke*,ejibaa etaf +en€ge
professional l,ainnya da.Ir BLUD UpTD puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menguaull€n pengangkatan darr pemberhentian pejabat keuangan datt
prejabat telcris kegrada Bupati melalui Kepala Dinas;

f. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen manakal,a
diperluken dengan p€rsetujuan Kepa.la Dinas;

g. mengusulkan strulrtur organisasi BLUD UpTD puskesmas beserta
perubahaanya untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;

h. menandatangani perjanjian kerja sama operasiotral deTrg5n pihak lain;
i. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya dan;

dan
j. meminta pertanggungiawaben pel,aksenaan tugas dari pejabat

keuangan, pejabat teknis dan koordinator di bawahnya'

Bagian Ketigq
Pejah.t Keuangan

Pasal 7

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

memPunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelol'aan keuangan;

b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD UPID Puskesmes;

c. menyiapkan RKA BLUD UPID Puskesmas;

d. menyiapkal DPA BLUD UPID Puskesmas;

e. melalukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

f. menyelenggarakan pengelolaan kas;

g. -.latukao pe.rgelolaan utanrg, piutang dan investasi;

i. -".ry,r"r,., kebijakan p."g"lol"ttt barang milik Daerah yang berada

dibawah Penguasaannya;
i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

j. menyetenggara.t<an akuntansi dan pen,'usunan laporan keuangan;

i. -ei"tsaoakat tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau

Pemimpin BLUD sesuai dengaa kewenangalnya'
(2) Pejabat keuanga-n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) huruf b

mempunyai fungsi sebagai penanggung,awab keuargan'

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas bertangc'"citYl, 13" :--- /
a. keliancaran pengelolaan pendapatan daI belanja BLUD UPrD I

Puskesmas; I

b. kebenarar substansi pertanggungiawaban keuangan;

c, penyelenggaraan a-kuntansi dsn perbendalraraan;

d. bertanggungjawab atas laporan keuangan; dafr



e. berisnegungjewab atas akuntabilitas kinctja kcuantian'

(4) Pejabat keuan8an mcopunyai k=wenan8an ieba8Bi bcrikut:

a. mc{rinta infornssi dan petunjuk dari Pemimpin BLUD;

b. mcmbcril€n saran dan pertimbangan lcpada PemimPin BU'D;

c. memberi tugas dan petunjuk kepada bendahara pcnerimaan dan

bendahara Pengeluamn;
d. mcmbcrilQn peEbinaan dan Penifaian terhadap bcndahera penerirBaan

dan ben<lehara Pongeluaran;
e. mcmbrikan tcguran, PeringEtan, dan/ atau Penghargaan kePada

bendahara penerimaan dan bendahara Fn8eiuaran; dan

f. meminta pcrtangguogiawaban dari bendahara penerimaan dan

bcndahara Pengeluaran.
(5) Fejabat keuangan- dalam melaksarakan tuge' dibantu oleh bcndahan

pcnerimaan dan bardahara pengeluaran

O;t"b"t keuangan, bendahara dan bcndshara pcngcluaran

harus dijabat oleh pcgawai negeri EiPil'

(7) BttrdahEa penerimEr dsr bEndahEa ptngelurgr sbageiDarla
' ' ai-"t""d p"ia eyat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati'

(8) Bdrdahara penerimaan dan bendahara pengsluamn sobagaimana
-' ai-.t uoa Pada ayat (?) dalam melakaanakan tugasnya daPet dibantu olch

pcmbantu 
-bcndahara 

Fenerima'n dan pembantu Bendatran penSeluarao

iang ditetapkan dengan keputusan pcmimpin BLUD'

tsf 
'P;bt"t";;d.hara sebaeeimana di maksud pada ayat (8) dapat berasal

dari pegewai BLUD UP/[D Puskesdmas'

Bagisn KeemPat
Pdabat Teknis

Pasaf I
(l) Pejabat teknis sebagaimsna dimaksud dafam Pasaf 5 ayat (1) huruf c

ocmpunyai tugae eebaggi bcrikut:
* 

--J"r,ro.or, -p".""""t'aan kegiatan telcris operasional dan pel'ayanan di

BLUD UPTD Puekesmas;

b.melakeanskankegietsntekniEopcrasionaldenpcl'ayanenscsuar
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mengendalikan kegiatan telqf8 operaeional dandengan RBA;

c. memimPin dan
pelayanan di BLUD UPID Puskesmas; dan

a. iretatmnat an tugas trainnya yang ditetapkan oleh BuPati dan/ atau

kmimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya-

(2) F?jabat teLrit a"l"m ,tetraksalaktrr tugaB EebagEimffa dimaksud dalm
-';J 5 ayat (1) humf c mempunyai fungsi aebagai-penanggungiawab

i"g,",r, a.f"ri" .p.rasional dan pelayaltan di BLUD UPTD Puskesmag'

(3) ;il;"ar', tugas Pejabat Telmis sebagainana dimaksud pada ayat (1)

berkaitandenganmutu,standarisasi,adEinistrasi,peningkatankualitas
eumber daya manusia dafl pertingkatan eumber daya lainnya'

(a) Fejabat teknis sebageimane dimakeud rlqlqm Pessl 5 eyat (l) huruf c /
b€Ttenggungiewab atas: I
a.kebenarandanketepatAnkerjaadministrasidanmanajemenpelAyangn

di BLUD UPTD Puekesmas;
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b. kebenaEn dan ketepatan pelaksanaan pembinaan mutu dan etika
profesi;

c. Lebcraran dan kctepatan pencmpatan tenaga fungsional dan
pcnunjang;

d. kebenaran dan ketepatan rcncana kcbutuhan anggaran dan
pcmcliharaan pemenuhan kebutuhan alat kcachatan;

e. kebenaran dan kctepatan,adA'rl pcnd$ragurser peralatan peleyanan
BGdisdsr lrcshetaa;dan

f. kcbenaren dan ketepatan pelaporan hasil pelayanan.
(5) Fdabat tehris .l.hm melaksanakan tuga8 dan funggi sebagaimana

di'n.ksud m€mpunyai kewenangirn sebagai berikut:
a- mesdnts. inforossi dan petunjuk dari Pemimpin BLUD UPTD

Puskeslras;
b. ncmberikan saran dan pertimbangan kcpada kmimpin BLUD UPm

Puslrcsoas;
c. bertanggung jawab secara teknis terhadap 8Gluruh pnlakrenaen

tqiatm pehyanan di BLUD UPID Purlcrmq drl
d. mercncanakan, Dcnlrusun, menSatur, melaksanaka4

mengkoordinaaikan mcngandalikan dan mengevduasi
siatem qdminiatsesi dan rnanqiemen pelayanan,

Pasal 9

(U Kegiatan telois operasionat sebegeimene dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a disusun dengan tujuan untuk:
a. menjamin terselenggaranya lcgiatan pelayanan, Pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehat n;
b. menjamin tercapainya tujuan dan sasaran proglam atau kegiatan; dan
c. menjamin terlaksananya koordinasi yang baik antsr unit kerja.

(2) Kegiatan tckni8 operaEional scbagaimana dimaksud pada ayat (l)
menyangkut unit ketja, kelompok jabatan fungsional, pembentukan tim
msnejemen mutu, dEr satuen pEngEwa8 irtemal.

(3) KeSiatan teknis operasional sclain yang dimaksud pada eyat (2) dit€tapkan
dengen mengacu pada analiea kondisl dan kebutuhan organisasi BLUD

UPTD Pusltesrras dan ditetapkan acsuai dengan peraturan Perundang-
undangan.

(a) Kegiatan tcknis operasional selain dimaksud ayat (2) disuaun dan /
dltetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai den88n p€raturan-perundangan. /

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawaaan

Pasal 10

Pembina dan pengev/as BLUD UPTD Puskesmes terdiri atas
a. pembina teknis dan pembina keuangan;
b. Satuan Pengawas lntemal; dan
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ParaSraf I
Fembina Teknis

Pasel 11

(1) Pcmbina telmis sebaEaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu

Kepala Dinae Kesehaten ye,rg mempunyai tugas den fungsi terkeit dengan

urusan Keoehatan.
(2) TrrgBs dan fungsi sebeEaimene dimeksud pada ayat (1), meliputi

a. mel,akukan pembinaan pengelolaan teknia BLUD UPID Puskesmas; dan

b. membcrikan masukan dan arahan socera tel'lnis t€ntang p€ngplolasn

BLUD UPTD Puske$nae.

Ileragraf 2

Pembina Keuangan

hsal 12

(1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalsrl Pasd lo huruf a

dilakrenakan ol€h Porangkat Dacrah yang melekseneken fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidanS keuangan.
(2) Perangkat Daerah yarlg metraksatrakan fungsi penunjang umsan

pcmerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimak6ud pada ayat (1)

mcmpunyai tugao dan fungsi:
a. pembina keuengan BLUD UPTD Pusl(esmas; dar
b. mernbcrikan masukan dan arahan cara pengelolaan keuangan BLUD

UPTD Puskesmas.

Para8raf 3

Satuan Pengawas lntcrna.l
Baed f3

(U Satuan PengEwas Int€m8l sebagaimana dimaksud dalern Pasal lO huruf b

dapat dibentuk olch Pemimpin EILUD untuk pengas'asan dan pengendalisn

intemal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan

sosial dal,am menyelenggarakan praktek bisnis Yang Sehat'

(2) Satuan Pengawas lnGmsl sebegeimana dimaksud pada ayat 
-(l) .yaitu,

pcqgawas intemal yang bcrkedudular tangsung di bawah Fenimpin /
BLUD. I

(31 Pembentut@n satuan Pengawaa Intemal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dengan memPcrtimbanglan:
a. keseimbar€an antara manfaat dan bcben;

b. komplef,ceitas manajcmcn; dan
c. volume da!/ atau jargkauan pelayanan'

Pasal 14

(1) Tuta! Satuan Fcntawas lnternal, mcEbarltu t'anajemcn untuk :

a. pengamsnan harta kekaYaan;
b. menciptakan akuraai sistem inliormasi keuangan;

c. mencipakan efesiensi dan pmduktivitas;

d. mendorcng diPetuhinya kebiiakan menajemen; dan
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e. penerapan Praktek Bisnis yang sehat.
(2) Syarat dapat diangkat sebagai Setuan peng:rwas Intemal ada.lah :

a- sehat jasmani dan rohafli;
b. memiliki keahlian, integritas, penga_laman, jujur, perilaku yang baik

dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD
UPTD Puskesmas;

c, memahami penyelenggaraal Femerintah Daerah;
.d. zremat+arni.tugas dan fir'r.rgsi BLUD UPID .Puekeonras;

e. memiliki pen8al,aman telads tentang BLUD;
t berija?ah paling rendah 51 (strata aatu);
g. pengafaman kerja minimal 3 tahun pada bidang keuangan dan/atau

BLUD;
h, berusia paling rendah 3O (rigq puiuh) tahun dan paling tinggi berusia

50 {lima puluh} talun;
i. tida} pemah dihukum karena melalukar tindak pidana yang

merugikar keuangan negara atau keuaagan Daerah;
j. tidak sedang menjalaqi sanksi pidara; dan
k. memiliki sikap independen dan objektil

(3) Penetapan Satuan Pengawas Interna.l ditetapkan dengan keputusan
Pimpinan BLUD.

Bagian Keenarn
Tata l(eda
Pasal 15

(U Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat penanggungiawab pelayanan,
koordinator, pelaksana satuan unit kerja di lingkunSsn BLUD UPTD
Puskesmae wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronieasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta
dengan unit kcrja Lain sesuai tugaenya.

(2) Setiap pemimpin satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan
men8lioordinasilsn hwahan dar m€mtErikan timbingal serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pemimpin satuan udt kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada
ataaan serta menyampaikan laporan berka.la pada waLtunya.

(a) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pemimpin satuan unit kerja dari
bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk
menJrusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(5) Pejabat, penangguag jawab pelayenan, dan koordinator wajib
menyampaikan laporan berkala kepada atasanrtya.

t6) Dalam menyampaikan laporan kepada stassnnya, tembusalr laporan
lengkap dengan s€mua lampirannya disanpaikan pula kepada satuan unit /
kerja lain yang secara fungsioflal mempunyai hubungan kerj ". I

(7) Dalam melaksanalon tugas dan tungsinya, Pemimpin BLUD UPTD

Puskesmas dibantu oleh pejabat di bawahnya.
(8) Pemimpin BLUD UPrD Puskeamas memberikan bimbingan dan pembinaan

kepada bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala.



BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 16

Perni"npin BLUD UPTD Puskesmae menetapkan prpsedur kerja di bidang

man4iemen, pel,ayanan, dan peningftatan mutu Petrayanan'

Pasal 17

(i) Plosedur keda bidang manajemen sebaBairnana dimaksud dalam Pasal 16

meliputi :

a. maaajemen inti Puskesmas;
b. manajemen arsip
c. manajemen sumber daya manusia
d. manajemen sarana, prasarana, dan perbeka.lan kesehatan;

e. manajemen mutu pelayanan;
f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daeral;
g. lrlanqiemen sistem irrformasi tiigital;
h. manajemen jejaring; dan
i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

(2) Prosedur kerja bidang pelayanan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 16

terdiri dari :

a. Klaster kesehatan ibu dan anak;
t . Klaster kesehata.n dewasa dar! laljut usia;
c. Klaster penanggutangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;

dan
d. lintas Klaster.

(3) Klaster yang menyelenggarakan peLayaaan kesehatan ibu dan ana}, dan
KLaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut
usia sebagaimana dimakeud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
menyelenggarakan:
a. upaya kesehatan masya-rakat dan upaya kesehata.n perorangan secara

komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan aesuai dengan
siklus hidup;

b. pemantauan situasi kesehatan wiiayah keda yang meliputi mortalitas,
morbiditas, serta cakupan peLayanan sesuai dengan siklus hidup
sampai tingkat desa/kelurahan, dan duaun atau rukun tetangga/rukun
warga; dan

c. pembinaan teknis jejaring Puskesmaa sesuai dengan kelompok sasaran.
(4) KLaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit

menular dan Kesehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) I
huruf c melipuli: I
a. surveilalrs dar respons penyakit menular, termasuk "r*"il"rrJkewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biau/wabah; dan
b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan

binatang pembawa penyakit menerima resep;

-ll-



(5) Klaster yang menyelenggaralGn dukungan pelayanan lintas Klaster,
sebag4imana dimaksud pada ayat (2) hurui d bertugas memberikanpelayanan kesehatan yang mendukung pemberiajr p.Uf"rr"r, kesehatan
pada Klaster yang menyelenggarakan pelaya,an keeehata' kesehatarr ibu
dan anal<, Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa
dan lanjut usia, serta Klaster yarg menyelenggarakan pelaya-nan kesehatan
penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang
.lhelipu.ti :

a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
b. pelayanan gawat damrat;
c. pelayanan kefarmasian;
d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
e. pelayanan rawat inaP;
f. penanggulalgan krisis kesehatan; dan
g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

(6) Prosedur ketja peningkatan mutu pelayanan secara intemal dan eksternal'

Secara irtema:l ditakulGn rrElatui :

a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
b. pelaporan insiden keselaniatau pasien; dan

c. manajemen risiko.
Secara eksternal dilaksanakan melalui :

e. pP-rizineni
b. registrasi; dan
c. a.Mitasi.

Pasal 18

Dalar hal te{adi kejadian luar biasa Pemimpin BLUD UPrD Puskesmas dapat

meLaksanakal prosedur kerja sesuai dengan ketentuan peraturat! perundang-

undalgan.
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Pasal 19

(1) Hubungan keda BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas, sebagai berikut:

a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan

UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD UPfD
Puskesmas;

b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM

yang dilalsanakan oleh BLUD UPID Puskesmas

c. Dinas metakukan evaluasi seluruh kegietan UKP dan UKM;

d. Dinas menjadi tempat rujukan UKM tngkat kedua;

e. dalam situasi tencana, Diflas Keschean m€ngktmdinir wluruh
fasilitas keeehatan di Daerah;

f. BLUD UPID Puske$nas melaLsanakan kegiatar UKP dan UKM;
g. BLUD UPID Puskesmas menJrusun RBA, untuk dilaporkan ke Dinas;

dan
h. BLUD UPID Puskesmas menyampaikaa laporan kinerja dan tembusan/

l,aporan keuangan kepada Dinas. f
(2) Hubungan keda BLUD UPTD Puskesmas denga.n fasilitas kesehatan

peroranga! tingkat pertama yerg berada pada wilaya.l. kerjaaya, meliputi;



a. BLUD UPTD Puskesm$ mengkoordinasikan semua faailitas kesehatan

percrangan tingkat pertama dAlern rangBa pembagian Peserta BPJS'

penyelenggaraan trayanan kepada peserta BPJS; dan

U. SLUO UPTD Puskesmas mengioordinir pengumpul'aJr data kesehatan

dari berbagai fasilitas keaehetsn perorangan tingkat pertama'

(3) Hubungpn kerja BLUD Puskesmaa dengan Perangkat Daerah yang

Mel,aksanalmn tugas da! fungsi urusan keluarga berencana dan lemba6a

.koEaclE&r€l(at*Il:

a. BLUD UPTD Puskesmas menyepalati spesifrkasi alat konEasepsi yang

disediatan oleh Perangkat Daerah yang meLaksanakan tuSas dan furtgsi
urusan keluarga berencana;

b. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;

c. BLUD UPTD Puske$nas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada

Perangkat Daerah yang yang melaksanal<an tugas dan fungsi urusan
keluarga ber€ncana; dan

d. untuk mcmenuhi permintaan masyarakat aka[ p€l,ayanan keluarga
bercncana yang teasendiri, BLUD UFID Puslesmas dap6t tEkerja Bama

dengan lembaga masyarakat dalam raryka mcrnbcrikal pcl,ayanan

keluarga berencana.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

(1) Pengelompokan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dtjabarkan sebagai berikut:
a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
b. fungsi penyelenggaraaa administrasi/manajemen.

(2) Fungsi pelayanan Kesehatan pada BLUD UPID Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diialankan oleh penanggung jawab dan
pelaksana Klaster, meliputi:
a. Klaster keaehatan ibu dan anak;
b. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
c. KLaster penanggulangan penyakit menular dan Kesehatal lingkungan;

dan
d. lintas Klaster.

(3) Fungsi penyelenggaraan administrasi/nunajemen pada BLUD Puskesmas/
dilal<sanakan oleh klaser manql'emen yalg meliputi : l'
a. manajemen inti Puskesmas;
b. manajemen arsip
c. manajemen sumber daya manusia
d, ma.najemen sanana, prasaiana, dan perbekalan kesehatan;
e. malajemen mutu pelayanan;
f, malajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
g. manajemen sistem informasi digitalj
h. marajemea jejaring; dar
i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

-13-
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{l) BUrD UPID Puskeamss menyelcnggarakan pcningkatan kompetensi baai

Fejabat Pengelola dan pegawai.
(2) Fcningkatan koEpetcnsi *bagaimana di'nFksud pada ayat (1) dilakukan

Eetolui pcnu{asan kepada Pejebet Pengelola dan P€gawai untuk mengikuti:

a. Feadidikan dan pelatihan;
b. Studi komparasi;
c. Scminar, workshop, dan bimbingan telnis; atau

d. lcgiatan lainnya dalam rangka peningkatan koEpetensi sumber daya
@ugia.

(31 Fenin*atan kompeteosi 6ct aFimana dbraksud pada ayat (21

dihkcanakqn dengan memperhatikan kemampuan keuangan

Daerah/BLUD UPTD Puskesnas dan berpedoman pada ketentuan
p€raturan pcrundanS-undangen.

BAB VII
PENGEI.OLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Ps.aal22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memcrintahkan pengundangsn Peraturan

Bupati iIIi dengan penempatannya datam Bsita Dacrah lGbupaten Tana

Toraja.

Ditetapkan di Mekale
pada tanggal 3O kEmbf loll.

BUPATI TANA TORA'AI

RAKTOMBEG

Diundangken di Ma,kale

30 o.r.crb.c JoAt
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

/

pada

I LOIORUDHY
KABUPATEN TANA TORA'A TAHUN 2025 NOMOR 5I


